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ABSTRACT; Education is a key pillar of human development and social welfare. 

In the modern era, marked by digital transformation, global economic dynamics, 

and changing skills needs, government education policies play a strategic role in 

determining people's quality of life. This article presents a descriptive-analytical 

study based on an in-depth literature review to understand the contribution of 

government education policies to improving quality of life. The study's findings 

indicate that effective policies must encompass aspects of equitable access, quality 

of learning, strengthening the capacity of educators, developing infrastructure, 

and integrating technology. Education has been shown to have a significant impact 

on various dimensions of life, including income, health, social participation, and 

social mobility. However, policy implementation faces challenges such as regional 

inequality, low teacher welfare, and limited supporting infrastructure. This article 

provides recommendations for evidence-based policy improvements to ensure 

education can become a driving force for sustainable improvements in quality of 

life. 

Keywords: Education Policy, Quality Of Life, Human Development, Quality Of 

Learning, Social Welfare. 

 

ABSTRAK; Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan manusia dan 

kesejahteraan sosial. Pada era modern yang ditandai transformasi digital, dinamika 

ekonomi global, dan perubahan kebutuhan keterampilan, kebijakan pendidikan 

pemerintah memainkan peran strategis dalam menentukan kualitas hidup 

masyarakat. Artikel ini menyajikan studi deskriptif-analitis berbasis kajian pustaka 

mendalam untuk memahami kontribusi kebijakan pendidikan pemerintah terhadap 

peningkatan kualitas hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan yang 

efektif harus mencakup aspek pemerataan akses, kualitas pembelajaran, penguatan 

kapasitas tenaga pendidik, pengembangan infrastruktur, serta integrasi teknologi. 

Pendidikan terbukti berdampak signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan, 

termasuk pendapatan, kesehatan, partisipasi sosial, hingga mobilitas sosial. 

Namun, implementasi kebijakan menghadapi tantangan berupa ketimpangan 

wilayah, rendahnya kesejahteraan guru, dan terbatasnya infrastruktur pendukung. 

Artikel ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan berbasis bukti agar 

pendidikan mampu menjadi instrumen penggerak peningkatan kualitas hidup 

secara berkelanjutan. 

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kualitas Hidup, Pembangunan Manusia, 
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Mutu Pembelajaran, Kesejahteraan Sosial. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia yang 

berkelanjutan. Pada era modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, serta 

perubahan sosial yang cepat, kualitas pendidikan menjadi faktor penentu bagi kemajuan suatu 

bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga 

sebagai instrumen untuk membentuk karakter, keterampilan, dan daya saing masyarakat dalam 

menghadapi kompleksitas kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan pendidikan yang 

tepat dan efektif menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara 

menyeluruh. 

Pemerintah memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan 

mengawasi kebijakan pendidikan nasional. Melalui berbagai regulasi, program, dan intervensi 

kebijakan, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses 

pendidikan yang merata dan berkualitas. Investasi negara dalam bidang pendidikan tidak 

semata-mata diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan 

kompetensi guru, penyempurnaan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan sistem 

evaluasi pendidikan. Upaya ini dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan modern, seperti 

kesenjangan pendidikan antarwilayah, tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif, dan 

perkembangan teknologi informasi. 

Dalam konteks pembangunan masyarakat, kebijakan pendidikan pemerintah memiliki 

dampak yang luas. Peningkatan kualitas pendidikan terbukti berkontribusi langsung terhadap 

meningkatnya kemampuan ekonomi, kualitas kesehatan, produktivitas kerja, serta keterlibatan 

warga dalam aktivitas sosial dan politik. Pendidikan yang bermutu juga berfungsi sebagai 

sarana mobilitas sosial, memberikan kesempatan bagi individu untuk keluar dari lingkaran 

kemiskinan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dengan investasi 

pendidikan yang optimal cenderung memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih 

tinggi. 

Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan, tantangan dalam 

pembangunan pendidikan masih signifikan. Ketimpangan fasilitas, lemahnya pemerataan 

mutu, kesenjangan digital, hingga implementasi kebijakan yang tidak konsisten sering menjadi 

hambatan utama. Pada era modern yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi, kebijakan 
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pendidikan dituntut tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga 

antisipatif terhadap perubahan global. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara 

mendalam kontribusi kebijakan pendidikan pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat di era modern. Pembahasan difokuskan pada bentuk kebijakan, dampak 

nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam 

implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman komprehensif mengenai peran strategis pemerintah dalam pembangunan 

pendidikan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kontribusi 

kebijakan pendidikan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di era 

modern. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam 

mengenai fenomena kebijakan publik serta implikasinya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan 

pembangunan manusia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

(library research) yang melibatkan penelusuran dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, 

artikel jurnal nasional dan internasional, serta buku-buku ilmiah terkait kebijakan pendidikan 

dan kualitas hidup masyarakat. Sumber data dianalisis menggunakan teknik analisis isi 

(content analysis) untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antara kebijakan 

pendidikan dan peningkatan kualitas hidup. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, 

yaitu membandingkan temuan dari beragam literatur dan hasil penelitian sebelumnya untuk 

memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan 

secara sistematis berdasarkan kerangka teori yang telah dibahas pada tinjauan pustaka, 

sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pendidikan 

pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di era modern. 

Kebijakan pendidikan pemerintah memiliki posisi strategis dalam mendorong 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di era modern, terutama karena pendidikan 

merupakan faktor kunci dalam pembangunan manusia. Pemerintah Indonesia telah 

mengembangkan berbagai kebijakan yang bertujuan memperluas akses, meningkatkan mutu, 

serta memastikan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Upaya ini sejalan 

dengan pandangan UNESCO (2020) yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar 
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utama pembangunan berkelanjutan dan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Dalam konteks nasional, kebijakan seperti wajib belajar 12 tahun, Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan akreditasi sekolah menunjukkan 

komitmen pemerintah dalam memperkuat pondasi pendidikan yang berkualitas dan inklusif. 

Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana pendidikan, tetapi 

juga memperhatikan kualitas pembelajaran dan kompetensi pendidik sebagai faktor penting 

dalam peningkatan kualitas hasil belajar. 

Selanjutnya, kontribusi kebijakan pendidikan terhadap kualitas hidup masyarakat dapat 

dilihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah serta perbaikan indikator Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Laporan UNDP (2023) menunjukkan bahwa peningkatan 

kualitas pendidikan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan 

kesejahteraan sosial. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi juga memperkenalkan Merdeka Belajar yang dirancang untuk 

mendorong kreativitas, fleksibilitas kurikulum, dan relevansi keterampilan peserta didik 

dengan kebutuhan dunia kerja modern. Reformasi ini didukung oleh penelitian Zulfikar et al. 

(2022), yang menunjukkan bahwa kebijakan yang memberi ruang otonomi pembelajaran dapat 

meningkatkan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. 

Dalam era digital, kemampuan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas 

hidup melalui penguasaan keterampilan teknologi dan peluang ekonomi yang lebih luas. 

Kebijakan pendidikan pemerintah juga berkontribusi terhadap pemerataan sosial. 

Program afirmasi seperti PIP, beasiswa KIP Kuliah, dan layanan pendidikan khusus bagi 

daerah tertinggal memberikan kesempatan bagi kelompok rentan untuk memperoleh 

pendidikan yang layak. Penelitian Putri & Hidayat (2021) menegaskan bahwa kebijakan 

pemerataan akses pendidikan terbukti mengurangi kesenjangan sosial dan membuka peluang 

mobilitas ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah juga berupaya memperluas akses 

pendidikan melalui pembangunan sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan 

platform seperti Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kualitas guru. Peningkatan 

kompetensi guru berperan penting karena kualitas pengajaran berpengaruh langsung pada 

kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi modern. 

Selain itu, kebijakan pendidikan pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup 

melalui penguatan pendidikan vokasi yang berbasis industri. Program revitalisasi pendidikan 

vokasi, link and match, serta kerjasama dunia usaha memberikan peluang bagi peserta didik 
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memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan. Menurut Lestari (2020), pendidikan 

vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja mampu meningkatkan produktivitas dan 

kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Di tingkat global, penelitian oleh Hanushek & 

Woessmann (2020) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang memberikan keterampilan 

praktis dan literasi tinggi mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kebijakan pendidikan bukan hanya berupa 

peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga meliputi kemampuan ekonomi masyarakat. 

Dari perspektif sosial budaya, kebijakan pendidikan pemerintah turut memperkuat 

karakter, moral, dan identitas nasional. Pendidikan berperan membentuk masyarakat yang 

beretika, toleran, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Kurikulum nasional 

mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal yang menjadi dasar pembentukan 

masyarakat berkarakter. Sejalan dengan itu, penelitian Dewi (2021) menegaskan bahwa 

pendidikan karakter yang diterapkan melalui kebijakan nasional memiliki kontribusi terhadap 

kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Pendidikan berbasis nilai menjadi semakin 

penting di era modern ketika masyarakat menghadapi tantangan disrupsi teknologi, perubahan 

sosial cepat, dan meningkatnya arus informasi yang tidak selalu positif. 

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan pemerintah berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas hidup melalui perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, 

pengembangan kompetensi pendidik, pemerataan pendidikan, dan penguatan relevansi 

kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kebijakan tersebut tidak hanya 

memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan partisipasi pendidikan, tetapi juga 

memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan, mobilitas sosial, 

produktivitas ekonomi, serta kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah memiliki peran 

fundamental dalam mendorong pembangunan manusia dan menjamin kualitas hidup yang 

lebih baik di era modern 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia 

memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

melalui tiga aspek utama, yakni akses pendidikan, mutu pembelajaran, dan relevansi 
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pendidikan dengan kebutuhan era modern. 

Pertama, dari aspek akses, kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), KIP Kuliah, serta pemerataan sarana pendidikan berhasil 

meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya di daerah yang secara sosial-ekonomi 

tertinggal. Data dari berbagai sumber kebijakan menunjukkan bahwa keluarga berpenghasilan 

rendah dapat melanjutkan pendidikan karena dukungan finansial pemerintah yang konsisten. 

Kedua, dalam aspek mutu pendidikan, penerapan Merdeka Belajar dan peningkatan 

kompetensi guru melalui pelatihan digital, kurikulum fleksibel, serta platform pembelajaran 

daring telah memberikan perubahan positif pada proses pembelajaran. Guru memiliki ruang 

untuk mengembangkan metode inovatif, sementara siswa lebih terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah. Peningkatan mutu ini berdampak pada 

meningkatnya keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. 

Ketiga, dari aspek relevansi pendidikan, pemerintah memperkuat program vokasi, link 

and match dengan industri, serta digitalisasi sekolah. Hal ini berkontribusi langsung pada 

meningkatnya kesiapan tenaga kerja muda memasuki dunia kerja modern. Perubahan ini 

mendukung peningkatan ekonomi keluarga dan kesempatan mobilitas sosial. 

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah 

berperan sebagai pendorong utama peningkatan kualitas hidup baik dari dimensi ekonomi, 

sosial, maupun budaya.  

Pembahasan  

Peningkatan Akses sebagai Pondasi Mobilitas Sosial 

Akses pendidikan yang merata telah menjadi fokus utama pemerintah. Kebijakan seperti 

BOS dan PIP memberikan dukungan finansial sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat 

memperoleh pendidikan yang layak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Putri & 

Hidayat (2021) yang menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap pengurangan kesenjangan sosial. Ketika anak dari keluarga miskin mampu 

melanjutkan pendidikan, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan 

kualitas hidup di masa depan. 

Perluasan akses juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Dengan 

semakin banyaknya peserta didik yang dapat melanjutkan pendidikan, masyarakat memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi 
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yang semakin cepat. 

Kebijakan pendidikan pemerintah meliputi berbagai regulasi, program, dan inovasi yang 

bertujuan memperkuat sistem pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, kebijakan 

seperti PIP, BOS, KIP Kuliah, dan Merdeka Belajar menjadi instrumen kunci dalam 

meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Menurut Haryono (2022), program BOS terbukti 

membantu peningkatan mutu pendidikan dasar secara signifikan.  

Mutu Pembelajaran sebagai Faktor Kunci Kualitas Hidup  

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga 

kompetensi pendidik dan ketersediaan teknologi. Program Merdeka Belajar memberikan 

ruang bagi sekolah untuk menyusun pembelajaran yang relevan dan interaktif. Dalam 

penelitian Zulfikar et al. (2022), kebijakan ini terbukti meningkatkan kualitas kemampuan abad 

ke-21, termasuk keterampilan inovasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. 

Peningkatan mutu pendidikan berkontribusi langsung terhadap kualitas hidup 

masyarakat karena pembelajaran yang efektif menghasilkan peserta didik yang mampu 

bersaing di dunia kerja modern. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat dapat 

mengakses pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan kestabilan ekonomi 

yang lebih besar. 

Kualitas hidup masyarakat berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Hanushek & 

Woessmann (2020) menjelaskan bahwa mutu pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan 

produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di tingkat nasional, 

Zulfikar et al. (2022) menunjukkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar meningkatkan 

keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan dalam era digital.  

Relevansi Pendidikan terhadap Era Modern  

Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital pendidikan. Pemerintah 

meluncurkan berbagai kebijakan seperti bantuan kuota internet, platform Merdeka Mengajar, 

dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Menurut penelitian Carnoy (2019), 

digitalisasi pendidikan mampu meningkatkan pemerataan akses pengetahuan, tetapi 

membutuhkan kesiapan infrastruktur dan literasi digital. 

Saat ini, digitalisasi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi 

menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas pengukuran capaian belajar melalui big data 

pendidikan. Pada era digital, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi 
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sangat penting. Pemerintah telah mendorong revitalisasi pendidikan vokasi, yang diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri, teknologi, dan jasa. Penelitian 

Lestari (2020) menegaskan bahwa pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri 

dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

Selain itu, digitalisasi pendidikan membantu membentuk generasi yang melek teknologi 

dan siap menghadapi tantangan global. Kebijakan pemerintah dalam menyediakan platform 

pembelajaran digital memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik di seluruh Indonesia, 

termasuk di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan laporan UNESCO (2020) bahwa 

digitalisasi pendidikan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup pada era 

modern. 

Perkembangan global yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital, kebutuhan 

kompetensi abad 21, dan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based 

economy) menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih 

responsif. Pemerintah Indonesia telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas 

pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024, yang menekankan 

penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan literasi digital. Kebijakan ini sejalan dengan 

dorongan global UNESCO tentang peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi 

pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2020). 

Selain itu, integrasi teknologi pendidikan (ed-tech) seperti platform pembelajaran digital, 

Learning Management System (LMS), serta peningkatan akses internet di sekolah merupakan 

bagian penting dari kebijakan nasional. Transformasi digital ini bukan hanya meningkatkan 

efektivitas pembelajaran, tetapi juga memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh 

pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning).  

Dampak Sosial dan Budaya Pendidikan terhadap Kualitas Hidup 

Selain membawa dampak ekonomi, kebijakan pendidikan juga berpengaruh pada 

kehidupan sosial dan budaya. Pendidikan karakter yang diperkuat dalam kurikulum nasional 

berkontribusi terhadap pembentukan generasi yang beretika, toleran, dan memiliki integritas. 

Dewi (2021) menegaskan bahwa pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam 

membentuk masyarakat yang harmonis dan produktif. 

Penelitian Aziz (2019) menunjukkan bahwa akses pendidikan yang setara berkontribusi 
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terhadap peningkatan mobilitas sosial, khususnya bagi keluarga kelas menengah ke bawah. 

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan kerja 

lebih baik, pendapatan lebih stabil, kesehatan lebih baik, dan tingkat partisipasi sosial yang 

lebih tinggi. 

Selain itu, kualitas hidup tidak hanya diukur melalui aspek ekonomi, tetapi juga 

kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, kebudayaan, dan politik—

yang seluruhnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Melalui pendidikan, masyarakat mampu 

mengembangkan nilai-nilai sosial yang positif, seperti rasa tanggung jawab, kerja sama, dan 

empati. Nilai-nilai ini berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan membangun 

lingkungan masyarakat yang lebih stabil. 

King dan Rogers (2014) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah yang 

menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. 

Karena itu, pendidikan vokasi berbasis industri, magang terstruktur, dan kurikulum adaptif 

menjadi elemen penting dalam kebijakan pemerintah. 

Kontribusi Kebijakan terhadap Pembangunan Manusia  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah memberikan 

kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini selaras 

dengan temuan UNDP (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan 

adalah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup 

masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang lebih baik, mereka memiliki tingkat 

kesehatan yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih stabil, serta lingkungan sosial yang lebih 

baik. 

Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan langkah strategis melalui kebijakan 

pendidikan yang menyasar penguatan kompetensi, pemerataan akses, serta relevansi 

pendidikan. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, 

produktif, dan berdaya saing tinggi pada level global. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah memberikan 

kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di era modern. 

Kebijakan yang berfokus pada perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, dan 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jipp


JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 

Volume 08, No. 1, Januari 2026   

https://journalversa.com/s/index.php/jipp 

 

 

451 

penguatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja terbukti memberikan dampak 

positif yang luas pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Program pemerintah seperti BOS, 

PIP, KIP Kuliah, Merdeka Belajar, dan revitalisasi pendidikan vokasi telah meningkatkan 

angka partisipasi sekolah, memperbaiki kualitas proses pembelajaran, serta memberikan 

keterampilan yang relevan bagi peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi dan 

industri. Dampak kebijakan tersebut terlihat melalui meningkatnya kesempatan mobilitas 

sosial, bertambahnya kompetensi tenaga kerja, serta bertumbuhnya daya saing masyarakat 

Indonesia dalam konteks global. 

Peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor 

ekonomi, tetapi juga oleh pembentukan karakter, peningkatan literasi digital, dan penguatan 

nilai-nilai sosial. Pendidikan berperan sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat yang 

berpengetahuan, produktif, dan memiliki kesadaran moral. Secara keseluruhan, kebijakan 

pendidikan pemerintah memberikan kontribusi jangka pendek dan jangka panjang dalam 

memperkuat pembangunan manusia dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. 

Guru memegang peranan sentral dalam keberhasilan kebijakan pendidikan. Pemerintah 

Indonesia telah melaksanakan berbagai program seperti sertifikasi guru, Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Berdasarkan 

penelitian Darling-Hammond (2017), kualitas guru merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa setelah faktor latar belakang keluarga. 

Saran 

1. Penguatan Implementasi Kebijakan di Daerah 

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan 

secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal. Monitoring, 

pendampingan, dan alokasi anggaran yang tepat akan membantu pemerataan kualitas 

layanan pendidikan. 

2. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru 

Guru sebagai ujung tombak pendidikan memerlukan pelatihan berkelanjutan, khususnya 

dalam bidang literasi digital, pedagogi modern, dan pengembangan kurikulum. 

Kesejahteraan guru juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat fokus memberikan 

pembelajaran berkualitas. 
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3. Optimalisasi Pendidikan Digital 

Pemerintah perlu memperluas akses internet dan perangkat teknologi terutama di wilayah 

rural agar digitalisasi pendidikan dapat berjalan optimal dan tidak memperlebar 

kesenjangan antarwilayah. 

4. Penguatan Kolaborasi dengan Dunia Industri 

Pendidikan vokasi dan program link and match perlu terus diperkuat untuk menciptakan 

lulusan yang siap memasuki dunia kerja modern. Kerja sama antara pemerintah, industri, 

dan lembaga pendidikan harus menjadi strategi berkelanjutan.  

5. Evaluasi Kebijakan Secara Berkelanjutan 

Setiap kebijakan pendidikan perlu dievaluasi secara sistematis untuk melihat efektivitas 

dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini akan membantu pemerintah 

menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. 

6. Penguatan Pendidikan Karakter  

Nilai-nilai moral, etika, toleransi, dan budaya nasional perlu terus diintegrasikan dalam 

kurikulum agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang kompeten, tetapi 

juga berkepribadian baik dan mampu berkontribusi pada kehidupan sosial yang 

harmonis. 
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